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PUTUSAN
Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Zooem Z
Sl —

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK -, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten, tertanggal 25 Mei 2021, lahir di
Banjarmasin, 03 Mei 1994, umur 27 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Seniman, tempat
tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi
Banten, Nomor Telpon -, sebagai Pemohon;
melawan
TERGUGAT, lahir di Surabaya, 29 Maret 1994, umur 27 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Seniman, tempat
tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi
Banten, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti
Pemohon;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02
Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa
pada tanggal 17 Januari 2022 register perkara Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tgrs,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang
telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016,
yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan -, KABUPATEN TABALONG, Provinsi Kalimantan
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Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 28 April
2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG SELATAN,
Provinsi Banten.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba’'da dukhul) namun
belum dikaruniai keturunan;
4, Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei
2017 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
terjadi perselisihan dan percekcokan, disebabkan:
4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria
idaman lain yang, hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;

4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin
Pemohon;
4.3. Termohon sering berkata-kata kasar yang

merendahkan harga diri Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2019, yang
mana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir.
Sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi
berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita
lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap
Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan
satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai
dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan

Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
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Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar

dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk

mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon

(TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak

dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor - tanggal 25 Mei 2021, atas
nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor - tanggal 28 April 2016, dari
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, KABUPATEN TABALONG,
Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis
Hakim, diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. SAKSI |, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal
28 April 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, KABUPATEN
TABALONG, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA
TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan
Mei 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria lain, Termohon sering
keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering berkata-kata
kasar kepada Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon pada bulan Maret 2019, Pemohon pergi meninggalkan
kediaman bersama;

- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah
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dilakukan, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan

Termohon;

2. SAKSI IlI, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga (sepupu angkat) Pemohon dan
kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar 6
(enam) tahun yang lalu, di Kantor Urusan Agama Kecamatan -,
KABUPATEN TABALONG, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA
TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sekitar satu tahun
kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria lain, Termohon sering
keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering berkata-kata
kasar kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun,
Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah
dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas,
Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bukti lagi,
kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil
permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap
sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan
tidak pula mengirimkan wakil/lkuasanya untuk datang menghadap ke
persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan
yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak
hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan
rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir,
maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah sejak bulan Mei 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria lain, Termohon sering
keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar
kepada Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon
pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Maret 2019
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas
nama Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh
kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan
aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, oleh
karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil
alat bukti surat. dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal
di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti tersebut memenuhi
syarat materil alat bukti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat
(1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan

Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan fotokopi dari akta autentik, (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri
Agama Nomor 3 Tahun 1975) telah diberi meterai serta distempel oleh kantor
pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya
sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum, isi bukti P.2 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai peristiwa
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 28
April 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
Pasal 165 HIR;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang
sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan
Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah
disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal
144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti
yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon,
tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat
dengan Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon,
tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang tidak
pernah bersatu lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut
telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang
saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bukti surat
Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta
kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri
menikah pada tanggal 28 April 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan -,
KABUPATEN TABALONG, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dan belum
dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan
Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon
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menjalin hubungan khusus dengan pria lain, Termohon sering keluar rumah

tanpa seizin Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada

Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret

2019, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan keluarga telah

berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis

Hakim berpendapat bahwa secara hukum terbukti rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar
terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon
dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu masing-masing
pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana
layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebuat di atas, Majelis Hakim perlu
mengetengahkan petunjuk dalil syar’i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21
berbunyi:

Jass Lal] 1oi%oudd L1531 a8l 32 5T 315 O sl e

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu

pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan
dijadikan—Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya
tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratan yang lebih
besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan
bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan
demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan
keluar yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih
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diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Figh
yang berbunyi:
,_?_db.a.qll i Ao a dia s Ldall § 0
Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi
dalam ruang pribadi (privat) suatu rumah tangga yang jarang diketahui
penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan
telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga
seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi
mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena
hidup satu rumah tetapi masing-masing hidup secara terpisah yang pada
akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan
tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan
hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap
dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni
kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim
perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-
Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

Al Asans 1 O Gl ) gale g
Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui’.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan
telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai
dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan
Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan
maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka
permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan
Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan
Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua
biaya perkara sejumlah tersebut dalam amar putusan ini;
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan

Agama Tigaraksa;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, berdasarkan
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari
Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hudaibi dan
Drs. Usman Ali, S.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.l. sebagai
panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Hudaibi Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.
Perincian biaya :

. Pendaftaran : Rp 30.000,00

. ATK Perkara :Rp 75.000,00

. Panggilan ‘Rp 450.000,00

. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00

. Redaksi :Rp 10.000,00

o Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA Pyk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



